
RPD Sasaran :

ESS II Sasaran 1 : Sasaran 2 : Sasaran 3 : Meningkatnya
kelancaran distribusi
pangan

Sasaran 4 :

1.1 2.1 Skor PPH Konsumsi 3.1 Stabilitas Harga 3.1 Nilai AKIP
Dinas
Ketahanan
Pangan

2.2 Tingkat Kemanan Pangan

CASCADING
DINAS KETAHANAN PANGAN

Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan
Pengangguran

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan
Pengangguran

Meningkatnya birokrasi yang bersih dan
akuntabel

Meningkatnya ketersediaan
pangan

Meningkatnya pola konsumsi
pangan masyarakat yang beragam,
bergizi seimbang dan aman

Meningkatnya
Akuntabilitas kinerja
Dinas Ketahanan
Pangan

Indikator Ketersediaan Pangan Utama Indikator Indikator Indikator



ESS II

Sasaran 4 :
: 1.1

ESS III

Sasaran1 : Sasaran 2 :

Indikator 1.1 Indikator 1.1

1.2

Program : Program :

Anggaran : Rp. 2.797.114.828,- Anggaran : Rp. 2.797.114.828,-

ESS IV

Sasaran 1 : Sasaran 1 :

1.1 Indikator 1.1

Sasaran 2 : Sasaran 2 :

Indikator 2.1 Indikator 2.1
2,797,114,828 214,244,200

2.2 Persentase ASN yang hadir tepat waktu 569,083,065
Kegiatan :

2.3

Sasaran 3 : 162585250

3.1

Anggaran : Rp. 23.743.640,-

Sasaran 4 :

4.1

4.2

Kegiatan :

4.

5.

Anggaran : Rp.469.158.280

PENYELARASAN KINERJA SEKRETARIAT

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

Kependudukan & Pencatatan Sipil
Indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan

Pangan oleh Inspektorat

SEKRETARIS

Meningkatnya kualitas perencanaan PD Meningkatnya kualitas pelayanan internal PD

Persentase sasaran, program dan kegiatan

Renja PD yang selaras dengan Renstra PD

Nilai IKM

Persentase capaian realisasi keuangan PD

1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Fungsional Perencana Kasubag Umum & Kepegawaian

Meningkatnya realisasi keuangan PD Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana perkantoran

Indikator Persentase realisasi keuangan terhadap

aliran kas

Persentase kondisi sarana dan

prasarana kantor dalam kondisi baik

Meningkatnya kualitas pelaksanaan program

kegiatan PD

Meningkatnya kualitas SDM perangkat

daerah

Persentase capaian kinerja program /

kegiatan

Persentase pemenuhan ASN dalam

perangkat daerah sesuai dengan

Analisi Jabatan & Analisis Beban

Kerja
Persentase ASN yang hadir tepat

waktu
1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi

kinerja perangkat daerah Persentase ASN berpakaian dinas

dengan atribut lengkap2. Administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya kualitas dokumen

pelayanan publik PD

Persentase ketersediaan dokumen

pelayanan publik

214.244.200,-
Meningkatnya layanan kepegawaian

Persentase ASN yang dokumen

kepegawaiannya lengkap

Persentase pengurusan KGB ASN

tepat waktu

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Penyediaan Jasa penunjang urusan

pemerintahan daerah

3. Pemeliharaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintahan daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat

DaerahPengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

569,083,065



ESS II
Sasaran 1 : Sasaran 3 : Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

: 1.1 Indikator : 3.1 Stabilitas Harga

ESS III

Sasaran1 : Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan Sasaran1 : Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat

Indikator 1.1 Skor PPH Ketersediaan Indikator 1.1 Cakupan supply lembaga distribusi pangan

Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan ketersediaan informasi harga dan pasokan

Indikator '3.1 persentase cadangan pangan yang tersedia Indikator 2.1 Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan

Program : Program :

2.

Anggaran : Anggaran :

ESS IV

Sasaran 1 : Sasaran 1 :

Sasaran 2 : Sasaran 2 :

Sasaran 3 : Sasaran 3 :

Sasaran 4 : Sasaran 4 : Meningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam ketersediaan pangan

Sasaran 5 :

Sasaran 6 :

Indikator : Indikator
1.1 1.1 Persentase peningkatan kelembagaan pangan (Gapoktan) yang

pangan yang ditindaklanjuti instansi terkait menyediakan cadangan pangan

2.1 2.1

3.1 3.1 Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan pekarangan
4.1 persentase informasi harga yang up to date
5.1

6.1

Sub Kegiatan: Sub Kegiatan : 1. Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota

2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

6.
7.
8.

Anggaran : Anggaran : Rp. 309.609.200,-

PENYELARASAN KINERJA BIDANG KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

Meningkatnya ketersediaan pangan
Indikator Ketersediaan Pangan Utama

BIDANG KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

Penanganan Kerawanan Pangan

3. Penanganan Kerawanan Pangan
Rp.184.847.784 Rp.184.847.784

Sub Koord Ketersediaan dan Distribusi Pangan Sub Koord Cadangan dan Kerawanan Pangan

Meningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam
ketersediaan dan kerawanan pangan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyediaan
cadangan pangan

Meningkatnya pengembangan kelembagaan
Distribusi Pangan

Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah

Meningkatnya sarana dan prasarana Distribusi
Pangan

Meningkatnya hasil pemanfaatan lahan pekarangan

Meningkatnya kualitas informasi harga pangan dan
pasokan dan kerawanan pangan
Meningkatnya SDM pengumpul data harga dan
pasokan
Meningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam harga
dan pasokan pangan

Persentase rekomendasi dalam ketersediaan yang

Persentase pengembangan usaha kelembagaan distribusi

pangan
Persentase cadangan pangan pemerintah sesuai SPM

persentase meningkatnya sarana prasarana distribusi

panganpersentase petugas informasi harga dan pasokan yang

mempunyai kompetensipersentase rekomendasi tentang harga dan pasokan yang

ditindaklanjuti oleh instansi terkait

1. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

2. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota

3. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan
kerentanan pangan

3. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan
Kabupaten/kota

4. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan
Kab/kota

5.Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat
Produsen dan Konsumen Wilayah
Kabupaten/Kota

5. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran dan
cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam
1 (satu) daerah Kab/Kota

Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Infrastruktur Logistik

Rp. 123.752.792,-



ESS II Sasaran 2 :

Indikator :

ESS III

Sasaran1 : Sasaran1 : Sasaran3 :

Indikator 1.1 Indikator 1.1 persentase penurunan konsumsi beras Indikator 1.1persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi

Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program : Pengawasan Keamanan Pangan
Anggaran : Anggaran : Anggaran:

ESS IV
Sasaran1 : Sasaran 1 : Sasaran 1 :

Sasaran 2
:

Sasaran 2 : Sasaran 2 :

Indikator 1.1 Indikator 1.1 Indikator 1.1

2.1 2.1 2.1

Sub Kegiatan: Sub Kegiatan : Sub Kegiatan:

Anggaran : Anggaran : Rp.71.377.250,- Anggaran : Rp. 77.501.950,-

PENYELARASAN KINERJA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN

Meningkatnya pola konsumsi
pangan masyarakat yang
beragam, bergizi seimbang
dan aman
Skor PPH Konsumsi
Tingkat Kemanan Pangan

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN
Meningkatnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai
standar Angka Kecukupan Energi (AKE)

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non
terigu

Meningkatnya pangan yang aman dikonsumsi

Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan
sesuai standar AKE

Rp. 258.235.950,- Rp. 258.235.950,- Rp. 78.897.950,-

Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Kasi Keamanan dan Kelembagaan Pangan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi
konsumsi pangan

meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah
pangan lokal non beras non terigu

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
zat berbahaya bagi pangan

Meningkatnya fasilitasi terhadap masyarakat dalam
melaksanakan diversifikasi pangan

meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan pangan lokal non
beras non terigu

meningkatnya fasilitasi instansi dalam keamanan
pangan

persentase masyarakat (anggota KWT) yang memahami
diversifikasi konsumsi pangan

persentase masyarakat (anggota KWT) yang
telah terampil dalam mengolah pangan lokal non
beras non terigu

persentase masyarakat yang
memahami zat berbahaya bagi
pangan

persentase masyarakat yang mendapatkan pendampingan persentase meningkatnya sarana pengolahan persentase rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh instansi terkait

1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per
kapita per tahun

1. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi
per kapita per tahun

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan
segar daerah Kabupaten/Kota

2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekargaman
konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

2. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhandaerah Kabupaten/Kota

Rp. 364.788.450,-



 

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas
Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

CROSSCUTTING IKU KOTA CROSS CUTTING IKU KOTA

Catt : hasil rapat tgl 20 jan 2023, % 

peningkatan hasil pemanfaatan 

pekarangan.minta datanya dari 

konsumsi (data HASIL panen/bulan), 

kemudian tambahkan data produksi 

dari lintas intansi (pertanian)

l

\

CROSSCUTTING

DINAS KOPERASI DAN UKM

- distribusi bahan pangan

   baik impor ekspor dari daerah/prop lain

Indikator : laju pertumbuhan ekonomi

CROSSCUTTING IKU KOTA

DINAS PERTANIAN

- Pencapaian target produksi pangan

DINAS PERHUBUNGAN

- arus keluar masuk bahan pangan

SUPPORT TUJUAN 2 RPD

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

CROSS CUTTING

SUPPORT TUJUAN 2 RPD SUPPORT TUJUAN 1 RPD

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Indikator : laju pertumbuhan ekonomi

Sasaran 1 : 
Meningkatnya Ketersediaan Pangan  

 
 

IKU  :  
1. Ketersediaan pangan utama 

Sasaran 1.1 
Meningkatnya keberagaman 

ketersediaan pangan 
 
IK  : 1. Skor PPH Ketersediaan 

 

Sasaran 1.2 
Meningkatnya ketersediaan cadangan 

pangan  
IK  :  
1. persentase cadangan pangan yang 
tersedia (masy + Pemda) 

 

Sasaran 1.1.1 
Meningkatnya hasil pemanfaatan 

lahan pekarangan 
 

IK : persentase peningkatan hasil 
pemanfaatan lahan pekarangan 

 

Sasaran 1.1.1.1 
Meningkatnya pelaksanaan 

pemanfaatan lahan pekarangan 
 

IK :  Jumlah luas lahan pekarangan 
yang telah dimanfaatkan 

Sasaran 1.2.1 
Meningkatnya peran serta 

masyarakat dalam penyediaan 
cadangan pangan 

IK  :  persentase cadangan pangan 
masyarakat 
 
 
 

Sasaran 2 : 
Meningkatnya Pola konsumsi pangan yang beragam 

bergizi seimbang dan aman 
   
IKU  :  
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 
2. Tingkat Keamanan Pangan 

 

Sasaran 2.1 
Meningkatnya  konsumsi kelompok 
bahan pangan sesuai standar Angka 

Kecukupan Energi (AKE)   
 

IK  : 1.persentase  masyarakat yang 
mengkonsumsi bahan pangan sesuai 
standar AKE 

 

Sasaran 2.2 
Meningkatnya pemanfaatan 

sumberdaya pangan lokal non 
beras non terigu 

 
IK  : 1.persentase  penurunan 
komsumsi beras 

 

Sasaran 2.1.1  
Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat tentang diversifikasi 
konsumsi pangan 

 
IK  : persentase masyarakat  
 yang  memahami diversifikasi 
konsumsi pangan 

 

Sasaran 2.1.1.1 
Meningkatnya pelaksanaan 

Sekolah Lapang kepada KWT 
tentang diversifikasi konsumsi 

pangan 
 

IK  : Jumlah KWT yg meningkat 
pengetahuannya ttg diversifikasi 
konsumsi pangan 

 

Sasaran 2.1.2 
Meningkatnya fasilitasi terhadap 
masyarakat dlm melaksanakan 

diversifikasi pangan 
 

IK : persentase masyarakat yang 
mendapatkan pendampingan 

Sasaran 2.1.2.1 
Meningkatnya pelaksanaan 

pertemuan kelurahan percontohan 
dlm melaksanakan diversifikasi 

pangan 
 

IK :  Jumlah keluarahan percontohan yg 
mendapatkan fasilitas dlm 
melaksanakan diversifikasi pangan 

Sasaran 2.3.1 
Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat tentang zat 
berbahaya bagi pangan 

 
IK : 1. persentase masyarakat 
yang memahami zat berbahaya 
bagi pangan 
 

Sasaran 2.3.2 
Meningkatnya fasilitasi instansi 

dalam keamanan pangan 
 

IK : persentase rekomendasi tentang 
keamanan pangan yang 
ditindaklanjuti oleh instansi terkait 

Sasaran 3 : 
Meningkatnya kelancaran distribusi 

pangan 
 

  IKU  : 1. Stabilitas Harga 
             - beras 
             - cabe 
            - bawang 
 
 
 

 
 

Sasaran 3.1 
Meningkatnya akses pangan 

bagi masyarakat 
 

IK  : 1. cakupan supply lembaga 
distribusi pangan 

 

Sasaran 3.1.1 
Meningkatnya pengembangan 
kelembagaan Distribusi Pangan 

 
IK : Persentase  pengembangan 
usaha kelembagaan distribusi 
pangan 

Sasaran 3.1.2 
Meningkatnya sarana dan 

prasarana Distribusi 
Pangan 

 
 

IK : Persentase 
meningkatnya sarana 
prasarana distribusi 

pangan  

Sasaran 3.2.3 
Meningkatnya  fasilitasi lintas 

instansi dalam harga dan pasokan 
pangan 

IK : persentase rekomendasi  
tentang  harga dan pasokan yang 
ditindaklanjuti oleh instansi terkait 
 

Sasaran 3.2  
Meningkatnya pelayanan ketersediaan informasi harga dan 

pasokan 
 

IK : Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses 
pangan 

Sasaran 3.2.2 
Meningkatnya SDM pengumpul 

data dan pasokan harga  
 

IK :  persentase petugas informasi  
harga dan pasokan harga yang 
mempunyai kompetensi 
 

Sasaran 2.3 
Meningkatnya pangan yang 

aman dikonsumsi 
 
IK  : 1.persentase  bahan pangan 
yang aman dikonsumsi 

 

Sasaran 3.2.1 
Meningkatnya kualitas informasi harga pangan dan 

pasokan 
 

IK : persentase informasi harga yang up to date 
        

TUJUAN 
 

Meningkatnya  Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 
 

IK : Indeks Ketahanan Pangan 
 

Sasaran 1.1.2 
Meningkatnya fasilitasi lintas 

instansi dalam ketersediaan pangan 
dan kerawanan pangan 

IK : 1.persentase rekomendasi dalam 
ketersediaan pangan yang 
ditindaklanjuti instansi terkait                
2. persentase rekomendasi dalam 
penanganan kerawanan pangan yang 
ditindaklanjuti instansi terkait  

Sasaran 1.2.2 
Meningkatnya ketersediaan cadangan 

pangan pemerintah 
 

IK  : persentase  cadangan pangan 
pemerintah daerah 
 

 

Sasaran 1.1.2.1 
Meningkatnya pelaksanaan 

fasilitasi lintas instansi dalam 
ketersediaan pangan dan 

kerawanan pangan 
 

IK :  1. Jumlah bahan rekomendasi  
tentang ketersediaan pangan yang 
disiapkan                                                             
2. Jumlah bahan rekomendasi 
tentang penanganan kerawanan 
pangan                                              3. 
jumlah dokumen  peta kerentanan dan 
ketahanan pangan yang disusun                                                                                                                                 

Sasaran 1.2.1.1 
Meningkatnya pelaksanaan 

peran serta masyarakat dalam 
penyediaan cadangan pangan 

 
IK :  Jumlah kelembagaan pangan 
(Gapoktan) yang menyediakan 
cadangan pangan 

Sasaran 1.2.2.1 
Meningkatnya jumlah cadangan 

pangan pemerintah 
 

IK :  Jumlah cadangan pangan 
pemerintah sesuai SPM 

Sasaran 2.2.2 
Meningkatnya sarana dan 

prasarana pengolahan pangan 
lokal non beras non terigu 

 

IK  : persentase  meningkatnya 
sarana  pengolahan 

 

Sasaran 2.2.1.1 
Meningkatnya pelaksanaan pelatihan 
utk masy dlm mengolah pangan lokal 

non beras non terigu 
 

IK  : Jumlah masy yg meningkat 
keterampilannya dlm pengolahan 
pangan lokal non beras non terigu 
 

 

Sasaran 2.2.2.1 
Meningkatnya Jumlah sarana 

prasarana utk pengolahan pangan 
lokal non beras non terigu 

IK  : Jumlah sarana prasarana utk 
pengolahan pangan lokal non 
beras non terigu 

Sasaran 2.3.1.1 
Meningkatnya pelaksanaan 

sosialisasi tentang zat 
berbahaya dlm pangan bagi 

masy 
IK : Jumlah dokumen sosialisasi 
ttg zat berbahaya dlm pangan 
bagi masy yg disiapkan 

Sasaran 2.3.2.1 
Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi 

instansi dalam keamanan pangan 
 

IK Jumlah bahan rekomendasi 
tentang keamanan pangan yang 
disiapkan 

Sasaran 3.1.1.1 
Meningkatnya usaha 

kelembagaan distribusi pangan 
 

IK  : Jumlah usaha yang 
dilaksanakan lembaga distribusi 
pangan 

Sasaran 3.1.2.1 
Meningkatnya 

ketersediaan sarana dan 
prasarana distribusi 

pangan 
 

IK : Jumlah sarana 
prasarana distribusi pangan 

Sasaran 3.2.1.1 
Meningkatnya ketersediaan informasi harga dan 

pasokan 
 

IK : Jumlah data informasi harga yang tersedia 
        

Sasaran 3.2.2.1 
Meningkatnya ketersediaan 

petugas pengumpul data harga 
dan pasokan 

 
IK :  Jumlah pertugas informasi 
harga dan pasokan yang 
mempunyai kompetensi 
 

Sasaran 3.2.3.1 
Meningkatnya pelaksanaan 

fasilitasi lintas instansi dalam 
harga dan pasokan pangan 

 
IK : Jumlah bahan rekomendasi  
tentang harga dan pasokan pangan 
yang  disiapkan 
 

Sasaran 2.2.1 
Meningkatnya keterampilan masy 
dlm mengolah pangan lokal non 

beras non terigu 
 

IK  : persentase masyarakat yang 
telah terampil dalam mengolah 
pangan lokal non beras non terigu 



SUPPORT MISI 4 KEPALA DAERAH

Meningkatnya akuntabilitas layanan

pemerintahan

 

Sasaran 4  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah 
 
IKU :  Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan 

Sasaran 4.1 
Meningkatnya kualitas  
pelayanan internal PD 

 
 
IK :  Nilai IKM 

Sasaran 4.2 
Meningkatnya kualitas perencanaan PD 

 
IK 1: Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD yang selaras dengan 
Renstra PD 

Sasaran 4.1.1 
Meningkatnya kualitas sarana dan 

prasarana perkantoran 
 
IK : 
1. Persentase kondisi sarana dan 
prasarana kantor dalam kondisi baik 
2. Persentase layanan umum sesuai 
standar 
3. Persentase layanan penunjang 
urusan pemerintah sesuai standar 

Sasaran 4.1.2 
Meningkatnya  kualitas SDM 

perangkat daerah 
 
IK1 :  Persentase pemenuhan 
ASN  dalam perangkat daerah 
sesuai dengan Analisi Jabatan & 
Analisis Beban Kerja 
IK2 : Persentase ASN yang hadir 
tepat waktu 
IK3. : Persentase ASN berpakaian  

Sasaran 4.2.1 
Meningkatnya realisasi  

keuangan PD 
  

 
IK : Persentase realisasi 
keuangan terhadap aliran 
kas 

Sasaran 4.2.2 
Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan program 

kegiatan PD 
 
IK : Persentase capaian kinerja 
program / kegiatan 
 

Sasaran 4.1.3 
Meningkatnya  kualitas 

dokumen pelayanan publik 
PD 

  
 
IK 1: Persentase ketersediaan 
dokumen pelayanan publik      

Sasaran 4.1.4 
Meningkatnya  layanan kepegawaian  

 
IK 1: Persentase ASN yang dokumen 
kepegawaiannya lengkap 
IK 2: Persentase pengurusan KGB ASN tepat 
waktu                                                                  IK 
3 : Persentase pemenuhan layanan 

Sasaran 4.1.1.1 
Meningkatnya ketersediaan 

administrasi sarana dan 
prasarana perkantoran yg 

berkualitas 
 
IK : 
1. Jumlah barang yg diterima 
dan disimpan                     2. 
Jumlah berita acara 
penyaluran barang 
3. Jumlah barang yg  dicatat 
kedalam kartu barang                                   
4. Jumlah laporan 
penerimaan dan pengeluaran                                   
5. Jumlah laporan aset                        
6. Jumlah Kartu Inventaris 
Ruangan                                              
7. Jumlah aset yg dikelola 

Sasaran 4.1.2.1 
Meningkatnya  ketersediaan 

kelengkapan  dokumen 
kepegawaian yang 

berkualitas 
 
IK1 :  
1.  Jumlah laporan SKP                     
2. Jumlah bahan anjab/ABK yg 
disusun                                             
3. Jumlah dokumen bezeeting 
pegawai                                         
4. Jumlah rekap absen 
kehadiran pegawai     
5. Jumlah dokumen data 
pegawai          
 

Sasaran 4.1.3.1 
Meningkatnya  ketersediaan 
dokumen pelayanan publik 

PD yg berkualitas 
 
IK : 
1. Jumlah bahan  kelengkapan 
administrasi umum yg disiapkan                                   
2. Jumlah surat menyurat yg 
dikendalikan                              3. 
Jumlah surat yg diarsipkan                   
4. Jumlah dokumen standar  
pelayanan                                                  
5. Jumlah dokumen Survey 
Kepuasan Konsumen                                 
6. Jumlah dokumen SOP 

Sasaran 4.1.4.1 
Meningkatnya  jumlah ketersediaan 

layanan kepegawaian  
 
 
IK : 
1. Jumlah bahan KGB ASN yg diurus                       
2. Jumlah bahan pensiun yang diurus                 
3. Jumlah bahan kenaikan pangkat yang 
diurus 

Sasaran 4.2.1.1 
Meningkatnya pelaksanaan pengadministrasian keuangan daerah 

  
 
IK : 1. Jumlah dokumen yang diinput untuk proses pengajuan ke BKD  
2. Jumlah dokumen yang disiapkan untuk pencairan dana sesuai anggaran                                                
3. Jumlah dokumen yang diproses untuk pembayaran, pengelolaan dan 
penyimpanan                                                                                                                         
4. Jumlah laporan realisasi penyerapan anggaran kepada pengguna anggaran                            
5. Jumlah berkas SPJ yang disiapkan untuk GU                                                      6. 
Jumlah buku kas umum dan register penutupan kas yang disiapkan                                                                                                                      
7. Jumlah SSP (Surat Setoran Pajak) yang disiapkan                                                8. 
Jumlah daftar gaji yang disiapkan                                                                            9.  
Jumlah daftar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang disiapkan                                                                                                                            
10. Jumlah perincian gaji untuk pengajuan kredit pegawai yang disiapkan                                                                                                               
11. Jumlah SPP Gaji yang disiapkan                                                                                 
12. Jumlah SPP tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang disiapkan                                                                                                                    
13. Jumlah SSP (Surat Setoran Pajak) gaji yang disiapkan                                                                                 
14. Jumlah kartu gaji pegawai yang disiapkan Jumlah dokumen SPT tahunan yang 
disiapkan                                                                                                                15.  
Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi                                                                     16. 
Jumlah dokumen pengajuan pencairan anggaran yang diverifikasi                      17. 
Jumlah jurnal validasi pertanggungjawaban                                                           18. 
Jumlah laporan fungsional                                                                                    19. 
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran                                                                                   
20. Jumlah bahan laporan keuangan semester yang disiapkan                                  
21. Jumlah bahan laporan keuangan tahunan yang disiapkan                                 
22. Jumlah SPJ yang telah dibukukan oleh bendahara yang diregister           23. 
Jumlah SPJ berdasarkan rincian GU yang disusun sebagai kelengkapan pengajuan 
GU                                                                                                                 24.  Jumlah 
kwitansi-kwitansi yang telah dibukukan yang dipilah dan disusun untuk 
dimasukkan ke dalam masing-masing bundel per kegiatan  

Sasaran 4.2.2.1 
Meningkatnya ketersediaan bahan dalam pelaksanaan Program Kegiatan 

PD yang berkualitas 
  

 
IK : 1Jumlah bahan untuk menyusun matriks rencana strategis (renstra)                     
2. Jumlah bahan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)                         3.  
Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)                                        4. 
Jumlah bahan untuk menyusun dokumen SAKIP                                                 5. 
Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran                                6.  
Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)                                                                                                                              
7. Jumlah bahan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)    8. 
Jumlah bahan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan  
(DPAP)                                                                                                          9. Jumlah 
bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulan                                      10. Jumlah 
bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Permerintah (LKJiP)                                                       
11.  Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
(LKPJ)                                                                                           12. Jumlah bahan untuk 
menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)   
 




